PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA | NSTANSI PEMERI NTAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang- Undang
Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar a,

perl u nenetapkan Peraturan Penerintah tentang Pel aporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Penerintah;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);

3. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan
Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor
38, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4493),
yang telah ditetapkan nmenjadi Undang-Undang dengan Undang-
Undang Nonor 8 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

4. Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 120,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4438);

VEMUTUSKAN:
Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA
| NSTANSI PEMERI NTAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan:
1. Laporan Keuangan adal ah bent uk pertanggungj awaban pengel ol aan
keuangan negar a/ daerah sel anma suatu peri ode.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang

hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan



10.

11.

12.

14.
15.

16.

17.

anggar an dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang nenjelaskan secara
ringkas dan |engkap tentang capaian Kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pel aksanaan APBN APBD.

Laporan Real i sasi Anggaran adal ah |aporan yang nengganbar kan
real i sasi pendapatan, belanja, dan penbiayaan selanma suatu
peri ode.

Neraca adalah I|aporan yang nenyajikan informasi posisi
keuangan Penerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada
suatu tanggal tertentu

Laporan Arus Kas adal ah | aporan yang nengganbarkan arus kas
masuk dan kel uar selama suatu periode, serta posisi kas pada
t anggal pel aporan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak
t er pi sahkan dari |aporan keuangan yang nenyaji kan infornasi
tentang penjelasan pos-pos |aporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang nenadai .

St andar Akunt ansi Pemerintahan, yang sel anj utnya di sebut SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dal am
menyusun dan nenyaji kan | aporan keuangan Peneri nt ah.

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang
di pengaruhi ol eh manaj enen yang diciptakan untuk nenberikan
keyaki nan yang nenadai dal am pencapai an efektivitas,
efisiensi, Kketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan keandalan penyajian |aporan keuangan
Perer i nt ah.

Si stem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elenen lain
untuk nmewuj udkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sanpai dengan pelaporan keuangan di |ingkungan organi sasi
peneri nt ah.

Entitas Pel aporan adal ah unit penerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewaj i ban
menyanpai kan | aporan pertanggungj awaban berupa | aporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adal ah unit penerintahan Pengguna Anggaran
yang berkewaji ban nenyel enggarakan akuntansi dan nenyusun
| aporan keuangan untuk Menteri/Pinpinan Lenbaga adal ah
pej abat yang bertanggung jawab atas pengel ol aan keuangan
Kenent eri an Negar a/ Lenbaga yang ber sangkut an.

Kenent eri an Negar a/ Lenbaga adal ah Kenenteri an Negara/ Lenbaga
peneri ntah non Kenenterian Negaral/ Lenbaga negar a.

Pej abat Pengel ol a Keuangan Daer ah adal ah kepal a
badan/ di nas/ biro keuangan/ bagi an keuangan yang nenpunya

tugas nel aksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga

Bendahar a Urum Daer ah.

Sat uan Kerja Perangkat Daerah adal ah organi sasi /| enbaga pada
peneri ntah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/
bupati/wal i kota dalam rangka penyel enggaraan penerintahan
yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan | enbaga
teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi panong praja
sesuai dengan kebut uhan daer ah.

Bendahara Umum Negara adal ah pejabat yang di beri tugas untuk
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nmel aksanakan fungsi Bendahara Unmum Negar a.

Bendahara Umum Daer ah adal ah pejabat yang di beri tugas untuk
nmel aksanakan fungsi Bendahara Unum Daer ah

Pengguna Anggaran adal ah  pej abat penegang kewenangan
penggunaan anggaran Kenenterian Negaral/lLenbaga/ Satuan Kerja
Per angkat Daer ah.

Per usahaan Negar a/ Daer ah adal ah badan usaha yang sel uruh atau
sebagi an nodal nya dimliki ol eh pemerintah pusat/daerah
Anggar an Pendapat an dan Bel anja Negara, selanjutnya disebut
APBN, adal ah rencana keuangan tahunan penerintahan negara
yang di setujui ol eh Dewan Perwakil an Rakyat.

Anggar an Pendapat an dan Bel anja Daerah, sel anjutnya disebut
APBD, adal ah rencana keuangan tahunan penerintahan daerah
yang di setujui ol eh Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah.

Badan Layanan Unum yang selanjutnya disebut BLU, adal ah
instansi di lingkungan Penerintah yang dibentuk untuk
menberi kan pel ayanan kepada nasyarakat berupa penyedi aan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa nengutamakan nencari
keuntungan dan dal am nel akukan kegi at annya di dasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengel ol aan
keuangannya di sel enggar akan sesuai dengan per at ur an
penerintah terkait.

Anggar an Penbi ayaan dan Perhitungan adal ah dana APBN yang
di al okasi kan kepada Menteri Keuangan/ Bendahara Urum Negara
sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk
Kenent eri an Negaral/ Lenbaga, yang dal am pel aksanaannya dapat
di serahkan kepada Kenenterian Negaral/Lenbagal/pihak lain
sebagai kuasa Pengguna Anggar an

dan menper t anggungj awabkan pel aksanaannya kepada
ment eri/ pi npi nan | enbaga terkait.

Dana Tugas Penbantuan adalah anggaran yang disedi akan
sehubungan dengan penugasan tertentu dari penerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban nel aporkan dan
nmenper t anggungj awabkan pel aksanaannya kepada nenteri/ pi npi nan
| enbaga terkait.

BAB | |
PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA

Pasal 2

Dal am rangka pertanggungj awaban pel aksanaan APBN APBD, setiap
Entitas Pel aporan waji b nmenyusun dan nenyaj i kan:

a.
b.

(1)

Lapor an Keuangan; dan
Laporan Ki nerj a.

Pasal 3

Entitas Pel aporan sebagai nana di maksud dal am Pasal 2 terdiri
dari :

Penerintah pusat;

Perneri nt ah daer ah;

Kenent eri an Negar a/ Lenbaga; dan

Bendahara Unum Negar a.

aooo



(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

Entitas Pelaporan Kenenterian Negaral/lenbaga sebagai mana
di maksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan
Ment eri Keuangan sel aku Bendahara Umum Negar a.

Pasal 4

Setiap kuasa Pengguna Anggaran di I i ngkungan  suatu
Kenent eri an Negar a/ Lenbaga nerupakan Entitas Akuntansi.
Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di
I i ngkungan penerintah daerah nerupakan Entitas Akuntansi.

BAB | I
KOVPONEN LAPCRAN KEUANGAN

Pasal 5

Laporan Keuangan penerintah pusat/daerah setidak-tidaknya
terdiri dari:

Laporan Real i sasi Anggar an;

Ner aca,;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Dana Dekonsentr asi
adal ah anggaran yang disedi akan sehubungan dengan
pel i npahan wewenang pel aksanaan kegiatan penerintah
pusat di daerah  kepada gubernur sebagai waki
peneri ntah pusat disertai kewajiban nel apor kangabungkan
pada Entitas Pel aporan.

Laporan Keuangan Kenenterian Negaral/lLenbaga/ Satuan Kerja
Per angkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari

a. Laporan Real i sasi Anggar an;

Neraca; dan

Cat at an atas Laporan Keuangan.

aporan Keuangan Bendahara Umum Negara/ Daerah seti dak-
i daknya terdiri dari:

Laporan Real i sasi Anggar an;

Ner aca,;

Laporan Arus Kas; dan

Catat an atas Laporan Keuangan.

Penanbahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagai nana di maksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan dan/atau ol eh konmite yang nenyusun
SAP.

Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas Laporan Keuangan
di saji kan pada Lanpiran |, penggunaannya di sesuai kan dengan
kebut uhan serta ketentuan SAP
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Pasal 6

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 di susun
dan di saji kan sesuai dengan SAP

Penyusunan Laporan Keuangan Penerintah sebagai mana di maksud
dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntans
Perer i nt ahan.
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Pasal 7

Laporan Real i sasi Anggaran sebagai nana di maksud dal am Pasal 5
nmenyaj i kan real i sasi pendapat an, bel anja, dan penbi ayaan yang
di per bandi ngkan dengan anggarannya dan dengan reali sasi
peri ode sebel umya.

Neraca sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 nenyajikan aset,
utang, dan ekuitas dana yang di perbandi ngkan dengan peri ode
sebel umya

Laporan Arus Kas sebagai mana di maksud dalam Pasal 5
menyaj i kan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari
aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari
aktivitas

BAB |V
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

Ment eri/ Pi mpi nan Lenbaga sel aku Pengguna Anggaran mnenyusun
Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (2)
sebagai pertanggungj awaban pel aksanaan APBN pada Kenenterian
Negar a/ Lenbaga yang bersangkutan dan nenyanpai kannya kepada
Presi den nel al ui Menteri Keuangan.

Menteri  Keuangan selaku Bendahara Urum Negara nenyusun
Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (3)
sebagai pertanggungj anaban pengel ol aan per bendaharaan negara
dan nenyanpai kannya kepada Presi den

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disanpai kan selanbat-|anbatnya 2 (dua) bulan setelah
t ahun anggar an ber akhir.

Untuk pel aksanaan peneriksaan keuangan, Laporan Keuangan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan (2) disanpaikan pula
kepada Badan Peneri ksa Keuangan

Pasal 9

Ment eri Keuangan nenyusun Laporan Keuangan penerintah pusat
sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 ayat (1) untuk nenenuhi
pert anggungj awaban pel aksanaan APBN

Laporan Keuangan penerintah pusat sebagai mana di maksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kenenteri an
Negar a/ Lenbaga serta |aporan pertanggungj anaban pengel ol aan
per bendahar aan negara sebagai nana di naksud dal am Pasal 8.
Laporan Keuangan sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di sanpai kan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk
sel anjutnya disanpai kan kepada Badan Peneriksa Keuangan
sel anbat -l anbatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
ber akhir.

Pasal 10

Kepal a Sat uan Kerja Perangkat Daerah sel aku Pengguna Anggar an



